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3. Undang-Undang Nomor &

1984 Nomor 29, Tambahan Le
Indonesia Nomor 32‘7?3 m

Asasi Manusia (Lembm . e
Tahun 1999 Nomor 165, h'r
Republik Indonesia Nomor &

4. Undang-Undang Nomor 1_? “Ta 20

Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tam Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 4 #;

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Ta nggung
Keuangan Negara (Lembaran Neg " Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembara

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

oy ,.'nl‘

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
o

Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601],

Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

kat Daerah (Lembaran Negara Republik
,L,.w Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

-' Lem L an Hegara Repubhk Indanesm Nomar 5%‘7‘)" PR

[o o=
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Republik Indonesia Tahun 20

el
ity

13. Peraturan Menteri Dal am Nege:

5 ais &

tentang Pedoman Pengelolaar
sebagaimana telah diu d: >bere
dengan Peraturan Menteri Dalar ge!
Tahun 2011 tentang Perubahe 1a A
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Neger mor
tentang Pedoman Umum
Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagal
telah diubah dengan Peraturan Menter ; Neg
Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 157 ;"??
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan
v Gender di Daerah; Cw
By 15 Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015
1 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
= sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
A Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
By Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003
tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam

Pembangunan,;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah; |

. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 .

Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan __' :

Perlindungan Anak ;

: 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 i
s, Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja :

i Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggarar

2020;

20. Peraturan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 73

Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembagunan Daera
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KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN : ST

Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender .-, ..

dan Focal Point Tahun 2020, sebagaimana tercantum pada
Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini; |

Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebage
dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas
sebagai berikut :

a. mempromosikan dan menfasilitasi Pengarusutamaan
Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan ;

b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi

Pengarusutamaan Gender kepada Kecamatan dan

Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan;

menyusun program kerja setiap tahun ; _

mendorong terwujudnya perencanaan dan

penganggaran yang responsif gender ;

€. menyusun rencana kerja Kelompok
Pengarusutamaan Gender setiap tahun ; |

f. merumuskan rekomendasi  kebijakan  kepada

Kecamatan dan Nagari,

menyusun Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan;

memantau pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender di

masing-masing instansi ;

i. menyusun Rencana Aksi Pengarus Utamaan Gender
dan analisis Gender terhadap kebijakan, program dan
kegiatan unit kerja; dan

j. melaporkan pelaksanaan Pengarus Utamaan
kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Se
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kelompok Kerja Focal Point sebagaimana |

Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada uni
kerja ;

b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan
penganggaran  Perangkat Daerah yang responsif
gender ;

c. melaksanakan  pelatihan,  sosiali
pengarusutamaan gender kepada selurul
staf dilingkungan Perangkat Daerah ; Sl

d. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap
kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja

e. memfasilitasi penyusunan data ge 1der pada 1

asing Perangkat B aerak :dan R
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| JARIZAL, S.E.

Sekretaris Dewan
Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupatan
Pesisir Selatan

Drs. YESPI NAWIARSIH

Kepala Badan
Kepegawaian dan
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia Kabupaten
Pesisir Selatan

10.

Ir. H. HERMAN BUDIARTO

Kepala Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kabupaten Pesisir
Selatan

11.

SUHANDRI, S.E., M.M.

Kepala Badan
Pengelola
Keuangan Daerah
Kabupaten Pesisir
Selatan

12.

DASRIANTO PUTRA, S.Sos.,

M.Si.

Kepala Badan
Pendapatan
Kabupaten Pesisir
Selatan

13.

DR. JUMSU TRISNO, S.P., M.Si.

Kepala Dinas
Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir
Selatan

14.

Drs. SUARDI S, M.Si.

15.

T

WENDI, S.H., M.Hum.

Kepala Dinas
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Satu Pintu
Kabupaten Pesisir
Selatan

Kepala Dinas

Pemberdayaan
Maayarakat dm |

B Tl o
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DONNA RUMIRIS SITORUS, S.H., | Kepala Kejaksaan

M.Hum. Negeri Pesisir
' Selatan
MUHAMAD FAUZAN HARYADI, | Pengadilan Negeri
S.H.,, M.H. Painan Kabupaten
Pesisir Selatan |
RICO HARYADI Kanit PPA Polres
Pesisir Selatan
37 LETKOL KAV EDWIN Dandim 0311 /
DWIGUSPANA, M.Tr. Pesisir Selatan
38. | SAHDURIMAN Kepala Rutan Kelas

II B Painan
Kabupaten Pesisir
Selatan

139. YUDI YOS ELVIN, S.Si., M.Si. Kepala Badan Pusat
Statistik Kabupaten
Pesisir Selatan

40. Drs. MARJANIS, M.Pd. Kantor Kementerian
Agama Kabupaten

Pesisir Selatan il o

41. NESVITA ZIKRA, S.Si., M.Si. Koordinator
Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Pesisir ‘

Selatan

42. FEBRIANI, S.IP., M.IP. Koordinator Divisi | nggota ¥
SOSiﬂliBﬂSi, | | 4
Pendidikan Pemilih,  ERR
Patisipasi ' BN L
Masyarakat dan g

Pengembangan SDM |
KPU Kabupaten
Pesisir Selatan
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Ketua
Dharmawanita
Persatuan
Kabupaten Pesisir
Selatan

EFRIANTO, S.Si. Ketua Forum Anggota
Kabupaten Sehat |
50. Denny Anggara, S.STP., Camat Koto XI Anggota
M.Ec.Dev. Tarusan Kabupaten
Pesisir Selatan il
51. | ILHAM R. PUTRA, S.STP. Camat Bayang Anggota |
Kabupaten Pesisir | ‘
F Selatan
52. | RONALD BERNANDO, S.IP. Camat IV Nagari Anggota |
Bayang Utara |
Kabupaten Pesisir \
Selatan
3. SALMAN ALFARISI BRUTU, | Camat IV Jurai ggota | “
S.STP., M.Si. Kabupaten Pesisir ’ Ig
2 Selatan P
il
4. WENDRA ROVIKTO, S.STP., | Camat Batang Anggota 1 ~Ei
M.Si. Kapas Kabupaten S
I Pesisir Selatan | SRt
55. | FACHRUDDIN, S.H. Camat Sutera ”,

Kabupaten Pesisir
Selatan

ZONI ELDO, S.STP., MA.

Camat Lengayang
Kabupaten Pesisir
Selatan

ZUL ARZIL, S.Sos.

Camat Ranah Pesisir
Kabupaten Pesisir
Selatan

AHMAD HIDAYAT, S.STP.,

M.Sc.

Camat Linggo Sari

Baganti Kabupaten
Pesisir Selatan

MUKTAR IS, S.E.
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SYAMSUNARDINI

ADE SAKURAWATI, S.H.

_ - :
| UMRA ALFINA Perempuan | Honorer Pada Dinas

Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Pesisir
| Selatan

: INDAWATI, M.SI. Perempuan Sekretaris
Ir. ARL b o pada
Kabupaten Pesisir
| Selatan
Ir. ERMI RAHMASARI Perempuan | Kasubag

Perencanaan,
i AMRISA,

Pelaporan pada
Dinas Perikanan

| Keuangan dan
SILVIA GRANITA, S.Pi.
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Dinas Pete: _
dan Kesehatan
Hewan Kabupaten
| Pesisir Selatan
Perempuan | Staf pada Dinas
Peternakan dan
Kesehatan Hewan } vt
Kabupaten Pesisir 3 = g
Selatan 00 <L
|70. | RAFLINA, S.E., M.Si., Ak. Perempuan | Sekretaris Badan Focal Point |
Perencanaan | 4
' Daerah, Penelitian B

dan Pengembangan ok &l
Kabupaten Pesisir Bl g
Selatan o | o
171. | SOVIA DEWI, S.E., M.Si. Perempuan | Kepala Sub Bagian Focal Poin A B

Perencanaan, devvy
Keuangan dan
Pelaporan Badan
Perencanaan |
Daerah, Penelitian oy EE
dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir
Selatan

72. | RIFTOMI, S.T. Laki-laki | Kepala Sub Bidang
Perencanaan

aClc

73. | SUBCHANDR]I, S.E., M.Si.

Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Scanned by TapScanner



Laki-laki | Hakim pada
Pengadilan Negeri
Painan Kabupaten
e | Pesisir Selatan
Perempuan | Panitera pada
Pengadilan Negeri
Painan Kabupaten
Pesisir Sclatan
Perempuan | Anggpta PPA Polres
Pesisir Selatan
Perempuan | Anggpta PPA Polres
T Pesisir Selatan
132. | KAPTEN INF RUDI SARAGIH | Laki-laki | Pasiter Kodim

131.| AYU FEBRINA EFENDI

i 0311/Pesisir Selatan |

133. | LETTU INF EMJUNAIDI Laki-laki | Pasiops Kodim Focal Point ‘
0311 /Pesisir Selatan E

h34. NASMANILA, S.Hi. Perempuan | Staf Pelayanan Focal Point |

Tahanan pada
Rumah Tahanan

Negara Kelas II B
Painan

135.| WINDA BAHRUL, S5.5o0s. Perempuan | Kepala Sub Bagian Focal Point
Teknis pada Komisi

Pemilihan Umum
Kabupaten Pesisir
Selatan . |
136. | RIRIN IRADATI, S.I1P. Perempuan | Staf Teknis pada Focal Point
Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten
Pesisir Selatan e SO
137.| NOVALINA ELSA PUTRI, | Perempuan Bendahara Focal Point
S.IP. Pengeluaran |
Pembantu Sekretriat
Bawaslu Kabupaten
Pesisir Selatan 5 4
138. | ILHAM KENCANA, S.H. Laki-laki | Staf Sekretariat Focal Point |
Bawaslu Kabupaten | &
Pesisir Selatan
139. | BILAL ALSYIDDIQ, S.S1., Laki-laki | Kepala Seksi
M.Pd. Statistik Sosial pada |
Badan Pusat 1T S
Stati&tik Kal:m5 o MO0 P
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